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ABSTRAK 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui apakah surat wasiat dapat 
diadakan pembatalan dan bagaimana akibat 
hukum terhadap harta warisan menurut Pasal 
834 KUHPerdata dengan adanya pembatalan 
surat wasiat, dan dengan menggunakan 
metode penelitian hukum normatif dapat 
disimpulkan bahwa: 1. Surat wasiat dapatlah 
dibatalkan dengan dua cara yaitu, dengan 
melakukan pembatalan secara tegas, dimana 
dengan dibuatnya surat wasiat baru atau 
dengan dibuatnya akta notaris khusus, dengan 
mana diterangkan secara tegas bahwa surat 
wasiat yang dahulu dicabut untuk seluruhnya 
atau untuk sebagian, demikian disebutkan 
dalam Pasal 992 KUHPerdata, dan pembatalan 
surat wasiat secara diam-diam yaitu terjadi 
dengan dibuatnya surat wasiat baru yang 
memuat pesan-pesan yang bertentangan 
dengan surat wasiat yang lama, demikian 
disebutkan dalam Pasal 994 KUHPerdata. Selain 
apa yang dicantumkan dalam KUHPerdata, 
dalam pergaulan hidup bermasyarakat, 
pembatalan surat wasiat juga dapat terjadi 
apabila  si pemberi wasiat ini menarik 
wasiatnya; orang yang membuat wasiat 
(pewasiat) menjadi gila dan rusak akal sehingga 
menghilangkan kecakapannya untuk melakukan 
tindakan hukum; bila hutang dari orang yang 
berwasiat pada saat hidupnya akan 
menghabiskan seluruh harta kekayaannya;  bila 
ahli waris meninggal terlebih dahulu dari orang 
yang memberi wasiat;   bila penerima wasiat 
membunuh si pemberi wasiat dan  penerima 
wasiat atau ahli waris menolak untuk menerima 
wasiat. 2. Dari bunyi Pasal 834 KUHPerdata, 
maka pembatalan surat wasiat tidak 
mempunyai akibat terhadap ahli waris karena 
pada dasarnya pembatalan surat wasiat 
biasanya hanya sebatas mengenai obyek wasiat 
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yang sebagian adalah bukan milik pewasiat, 
meskipun demikian menurut undang-undang, 
ahli waris  masih mendapat perlindungan 
hukum untuk mendapatkan hak-haknya atas 
harta warisan dengan mengajukan gugatan 
melalui Pengadilan Negeri. 
Kata kunci: surat wasiat, harta warisan 
 
PENDAHULUAN 
A.   Latar Belakang 

Masalah pewarisan diatur dalam Kitab 
Undang-Undang hukum perdata (KUHPerdata) 
Buku II Bab XII sampai dengan Bab XVIII mulai 
Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 
KUHPerdata.  Selain dapat dilihat dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), 
masalah pewarisan dapat juga dilihat dalam 
Undang-Undang dasar 1945 yang mengatur 
tentang perlindungan hak untuk mneguasai 
harta bendanya dan dari sengketa-sengketa 
yang kemungkinan akan timbul karena 
pewarisan yaitu Pasal 28G ayat (1), yang 
menegaskan: 

Setiap orang berhak atas perlindungan diri 
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan 
harta benda yang di bawah kekuasaannya, 
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau 
tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi. 

Berdasar pada pengaturan yang terdapat 
dalam KUHPerdata dan UUD 1945 di atas maka 
pada dasarnya tentang pewarisan sudah diatur 
dengan baik dan jelas dalam peraturan 
perundang-undangan. Apapun yang terjadi 
sehubungan dengan harta warisan semuanya 
dapat diselesaikan dengan perturan 
perundang-undangan yang ada dan berlaku. Di 
dalam masalah pewarisan bukan tidak mungkin 
terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan 
keinginan masing-masing ahli waris, namun 
semua itu harus berdasarkan pada kehendak 
dari pewaris yang meninggalkan harta 
warisannya.  

Pada prinsipnya di dalam melaksanakan 
pewarisan, harus berdasarkan pada ketentuan 
undang-undang, kecuali jika pewaris dengan 
tegas mengadakan penyimpangan dalam batas-
batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. 
Hukum waris pada hakikatnya merupakan 
hukum yang bersifat mengatur, meskipun di 
dalam hukum waris terdapat ketentuan-
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ketentuan yang bersifat memaksa. Kesimpulan 
ini dapat diambil dari perumusan Pasal 874 
KUHPerdata yang secara garis besar 
menentukan, atas suatu pewarisan berlakulah 
ketentuan tentang pewarisan berdasarkan 
undang-undang, kecuali pewaris mengambil 
ketetapan lain dalam suatu wasiat. Jadi, 
pembagian berdasarkan surat wasiat 
(testamen) didahulukan daripada pewarisan 
menurut undang-undang.  

Ahli waris dalam pewarisan terbagi atas 
empat (4) golongan yang diukur menurut jauh-
dekatnya hubungan darah dengan pewaris 
sebagai berikut: 
1.   Golongan I : terdiri dari suami-istri dan anak 

berserta keturunannya; 
2.   Golongan II : terdiri dari orangtua, saudara 

laki-laki atau perempuan dan keturunannya; 
3.  Golongan III : terdiri dari keluarga sedarah 

dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, 
baik dari pihak ayah maupun garis ibu; 

4.   Golongan IV : dalam hal tidak ada saudara 
(Golongan II) dan saudara dalam salah satu 
garis lurus ke atas (Golongan III), maka 
setengah bagian warisan menjadi bagian 
kelaurga sedarah  dalam garis lurus ke atas 
yang masih hidup, sedangkan setengahnya 
menjadi bagian para sanak saudara dalam 
garis yang lain. 

       Ahli-ahli waris ini dapat bertindak dan 
menuntut haknya sesuai dengan apa yang 
ditetapkan dalam Pasal 834 KUHPerdata 
apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan 
apa yang sudah ditetapkan oleh pewaris dalam 
surat wasiatnya. Hak ini diberikan oleh undang-
undang kepada ahli waris yaitu hak Hereditatis 
Petitio yaitu hak untuk mengajukan gugatan 
untuk mempertahankan hak warisnya. Dalam 
Pasal 564 KUHPerdata disebutkan bahwa : 
Gugatan dapat diajukan terhadap semua orang 
yang dengan itikad buruk melepaskan besit. 
Berdasar pada Pasal 564 KUHPerdata ini maka 
ahli waris boleh mengajukan gugatan itu untuk 
seluruh warisan bila dia adalah satu-satunya 
ahli waris, atau hanya sebagian bila ada ahli 
waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk 
menuntut supaya diserahkan apa saja yang 
dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, 
berserta segala penghasilan, pendapatan dan 
ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang 
termaktub dalam Bab III buku ini mengenai 
penuntutan kembali hak milik.  

       Di dalam kehidupan masyarakat tentang 
masalah warisan hampir selalu terjadi dan 
dialami dalam kehidupan berkeluarga, dan 
hampir selalu menjadi sumber terjadinya 
perpecahan hubungan keluarga baik itu warisan 
yang sudah diatur dalam surat wasiat maupun 
yang tidak membuat surat wasiat, apalagi kalau 
ternyata terjadi pembatalan terhadap surat 
wasiat yang sudah dibuat oleh pewaris.  
 
B.    Rumusan Masalah 
1. Apakah surat wasiat dapat diadakan 

pembatalan? 
2.    Bagaimana akibat hukum terhadap harta 

warisan menurut Pasal 834 KUHPerdata 
dengan adanya pembatalan surat wasiat?  

 
C.    Metode Penelitian 
       Dalam penulisan skripsi ini, penulis 
menggunakan metode pendekatan yang tepat 
sesuai dengan permasalahan yang telah 
ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih 
dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 
menggunakan pendekatan yuridis normatif.    
 
PEMBAHASAN 
A.  Hal-Hal Yang Membatalkan Surat Wasiat  

Pada dasarnya, suatu surat wasiat 
(testament) dapat ditarik kembali (dicabut) 
setiap waktu oleh pewaris (pembuat wasiat). 
Penarikan kembali dapat dilakukan dengan dua 
(2) cara, yaitu: 
1. Pencabutan wasiat secara tegas 
    Pencabutan surat wasiat secara tegas dengan 

dibuatnya surat wasiat baru atau dengan 
dibuatnya akta notaris khusus, dengan mana 
diterangkan secara tegas bahwa surat 
wasiat yang dahulu dicabut untuk 
seluruhnya atau untuk sebagian, demikian 
disebutkan dalam Pasal 992 KUHPerdata. 
Arti kata ‘khusus’ dalam Pasal 992 
KUHPerdata ini adalah meliputi tidak hanya 
mengenai hal yang dicabut kembali, tetapi 
juga boleh memuat hal-hal yang mengulangi 
apa yang disebut dalam wasiat terdahulu. 

2. Pencabutan wasiat secara diam-diam 
    Pencabutan surat wasiat dengan  secara 

diam-diam terjadi dengan dibuatnya surat 
wasiat baru yang memuat pesan-pesan yang 
bertentangan dengan surat wasiat yang 
lama, demikian disebutkan dalam Pasal 994 
KUHPerdata. Apabila wasiat dicabut dengan 
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diam-diam wasiat yang baru tidak dengan 
tegas mencabut wasiat terdahulu, 
membatalkan wasiat terdahulu sepanjang 
wasiat yang terdahulu bertentangan dengan 
wasiat yang baru. Akan tetapi, apabila 
wasiat yang baru itu batal sebagai wasiat, 
ketentuan pasal ini tidak berlaku. Yang 
masih berlaku hanyalah sebagai akta notaris. 

    Dari ketentuan Pasal 994 KUHPerdata, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa: 
a.    jika pewaris sudah mengeluarkan lebih 

dari satu testamen, maka semuanya 
dapat dilaksanakan kecuali testamen 
yang dikeluarkan kemudian mencabut 
dengan tegas testamen terdahulu; 

b. testamen yang dikeluarkan lebih dahulu 
(testamen senior) hanya dapat 
dilaksanakan sepanjang tidak 
bertentangan dengan isi testamen yang 
dikeluarkan kemudian (testamen yunior); 

c.   testamen yang dikeluarkan paling akhir 
harus didahulukan pelaksanaannya dan 
apabila masih ada sisa boedel setelah 
testamen terakhir dilaksanakan baru 
diberikan kepada testamen terdahulu 
sampai kepada testamen yang paling tua 
usianya. 

       Dari beberapa hal yang mengakibatkan 
batalnya wasiat ada juga ketentuan-ketentuan 
sebagai berikut: 
1. Wasiat tidak mengikat kecuali apabila orang 

yang berwasiat tersebut telah meninggal 
dan tetap dalam wasiatnya. Orang yang 
berwasiat dapat menarik kembali wasiatnya 
sebelum meninggal. Bila si pemberi wasiat 
ini menarik wasiat menjadi batal. 

2.  Gila dan rusak akal menghilangkan 
kecakapan seseorang melakukan tindakan 
hukum. Wasiat yang pernah dibuat oleh 
orang yang berwasiat dan kemudian orang 
tersebut tertimpa penyakit gila, wasiatnya 
menjadi batal.  

3.  Bila orang yang berwasiat pada saat 
hidupnya meninggalkan hutang, maka 
pelaksanaan wasiat dilakukan setelah 
pembayaran hutang. Apabila hutang yang 
harus dibayar akan menghabiskan seluruh 
harta kekayaannya maka wasiat yang 
pernah dibuat sebelumnya menjadi batal.  

4. Bila penerima wasiat meninggal terlebih 
dahulu dari orang yang memberi wasiat 

maka wasiat tersebut menjadi batal, karena 
tujuannya tidak ada lagi. 

5.   Bila penerima wasiat membunuh si pemberi 
wasiat, maka wasiatnya batal. 

6. Penerima wasiat mempunyai hak untuk 
menolak wasiat agar jangan sampai 
keberatan dalam melaksanakan wasiat.  

       Mengingat sangat pentingnya wasiat 
terhadap harta peninggalan seseorang, bila 
suatu wasiat terjadi maka sebaiknya dikuatkan 
dengan alat-alat bukti yang dapat 
menghindarkan perselisihan di masa-masa yang 
akan datang. Misalnya, bila wasiat dinyatakan 
dengan lisan maka hendaklah dihadapan saksi-
sksi yang dapat dipercaya dan tidak mempunyai 
hubungan kepentingan dengan harta 
peninggalan. 
       Surat wasiat atau juga hibah wasiat dapat 
dibatalkan oleh pewaris, yaitu wasiat yang 
dibuat di hadapan notaris.  Berdasarkan pasal 
875 KUHPerdata, wasiat adalah akta yang 
memuat pernyataan seseorang tentang apa 
yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia 
meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut 
kembali. Demikian pula, hibah wasiat juga 
dapat dibatalkan atau dicabut kembali.  
       Pencabutan wasiat, menurut pasal 992 
KUHPerdata, dilakukan dengan wasiat baru 
atau dengan akta notaris yang khusus dengan 
mana yang mewasiatkan menyatakan 
kehendaknya akan mencabut wasiat itu 
seluruhnya atau sebagian. 
       Selain dicabut, surat wasiat atau testamen 
akan menjadi gugur apabila bertentangan 
dengan syarat-syarat yang ditetapkan di 
dalamnya sebagaimana di atur dalam Pasal 997 
KUHPerdata sampai dengan Pasal 1004 
KUHPerdata antara lain: 
1.  Barang yang diwasiatkan musnah pada 

waktu pewaris masih hidup atau terjadi 
setelah meninggalnya pewaris, tetapi tidak 
diakibatkan oleh perbuatan atau kesalahan 
ahli waris. 

2.  Legaat yang berisi bunga, piutang aau 
tuntutan hutang menjadi gugur apabila apa 
yang menjadi isi legaat tersebut telah 
dibayarkan kembali pada pewaris atau 
penghibah. 

3.  Ahli waris penerima hibah (legataris) 
ternyata menolak hibah atau mereka tidak 
cakap untuk menerima legaat. 
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       Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ada 
beberapa hal yang bisa menjadikan batalnya 
wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 
sebagai berikut: 
1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima 

wasiat berdasarkan putusan hakim yang 
telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap, yang dihukum karena: 
a. dipersalahkan telah membunuh atau 

mencoba membunuh atau menganiaya 
berat pada pewasiat. 

b. dipersalahkan secara memfitnah telah 
mengajukan pengaduan bahwa pewasiat 
telah  melakukan suatu kejahatan yang 
diancama dengan hukuman lima tahun 
penjara atau hukuman yang lebih berat. 

c. dipersalahkan dengan kekerasan atau 
ancaman mencegah pewasiat untuk 
membuat atau mencabut atau 
mengubah wasiat untuk kepentingan 
calon penerima wasiat. 

d. dipersalahkan telah menggelapkan atau 
merusak atau memalsukan wasiat itu. 

2.  Wasiat menjadi batal apabila orang yang 
ditunjuk untuk menerima wasiat itu: 
a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut 

sampai ia meninggal dunia sebelum 
meninggalnya si pewasiat. 

b. mengetahui adanya wasiat tersebut tapi 
ia menolak untuk menerimanya. 

c. mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak 
pernah menyatakan menerima atau 
menolak sampai ia meninggal sebelum 
meninggalnya pewasiat. 

3.  Wasiat bisa batal apabila barang yang 
diwasiatkan menjadi musnah. 

       Selain dibatalkan, surat wasiat itu bisa juga 
dicabut. Dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) disebutkan tentang Pencabutan 
Wasiat sebagai berikut: 
1.  pewasiat dapat mencabut wasiatanya 

selama calon penerima wasiat belum 
menyatakan persetujuan atau sudah 
menyatakan persetujuannya tapi kemudian 
menarik kembali. 

2.   pencabutan wasiat dapat dilakukans ecara 
lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi 
atau tertulis dengan disaksikan oleh dua 
orang saksi atau berdasarkan akte notaris 
bila wasiat dibuat secara lisan. 

3.   bila wasiat dibuat secara tertulis, maka 
hanya dapat dicabut dengan cara tertulis 

dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau 
berdasarkan akte notaris. 

4.   bila wasiat dibuat dengan akte notaris, 
maka hanya dapat dicabut dengan akte 
notaris. 

       Pada prinsipnya, suatu testamen dapat 
ditarik kembali setiap waktu dengan secara 
tegas atau diam-diam di samping dalam 
beberapa ada yang tidak boleh ditarik 
kembali, misalnya: 
1. warisan yang telah diletakkan dalam 

suatu perjanjian perkawinan; 
2. pengangkatan anak yang lahir di luar 

perkawinan yang telah  dicantumkan 
dalam suatu testamen. 

 
B. Akibat Hukum Terhadap Harta Warisan 

Menurut Pasal 834 KUHPerdata  Dengan 
Adanya Pembatalan Surat Wasiat 

Pasal 834 KUHPerdata menyebutkan 
bahwa:”Ahli waris berhak mengajukan gugatan 
untuk memperoleh warisannya terhadap 
semua orang yang memegang besit atas 
seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas 
hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula 
terhadap mereka yang dengan licik telah 
menghentikan besitnya”. Hak Hereditas Petitio 
yakni hak untuk menggugat seseorang atau ahli 
waris lainnya yang menguasai sebagian atau 
seluruh harta warisan yang menjadi haknya. 
Hak Hereditas Petitio ini memberikan kepada 
setiap ahli waris berhak menuntut setiap 
barang atau uang yang termasuk harta 
peninggalan untuk diserahkan kepadanya 
apabila dikuasai oleh orang lain. 

Dari bunyi Pasal 834 KUHPerdata 
sebagaimana sudah disebutkan di atas, seorang 
ahli waris berhak untuk menuntut supaya 
segala apa yang termasuk harta peninggalan si 
pewaris diserahkan padanya berdasarkan hak 
sebagai ahli waris. Menurut Subekti, hak 
penuntutan ini menyerupai hak penuntutan 
seorang pemilik suatu benda, dan menurut 
maksud penuntutannya itu harus ditujukan 
pada orang yang menguasai suatu benda 
warisan dengan maksud untuk memilikinya.  

Dari bunyi pasal ini jelas disebutkan bahwa 
untuk apapun yang bersangkut paut dengan 
harta warisan yang harus diterima oleh ahli 
waris jika terjadi sesuatu misalkan bahwa harta 
warisan itu tidak diberikan kepada ahli waris 
maka ahli waris berhak untuk mengajukan 
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gugatan, ahli waris berhak untuk menuntut 
semua yang termasuk dalam harta warisan dari 
si pewaris terhadap orang yang menguasai 
harta warisan tersebut untuk diserahkan 
kepadanya berdasarkan haknya sebagai ahli 
waris.  

Segala harta peninggalan seseorang yang 
meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli 
warisnya menurut undang-undang. Ketetapan 
pewarisan berdasarkan undang-undang baru 
berlaku kalau pewaris tidak membuat surat 
wasiat. 

Dari bunyi Pasal 834 KUHPerdata, 
pembatalan surat wasiat tidak mempunyai 
akibat terhadap ahli waris karena pada 
dasarnya pembatalan surat wasiat biasanya 
hanya sebatas mengenai obyek wasiat yang 
sebagian adalah bukan milik pewasiat, 
meskipun demikian menurut undang-undang, 
ahli waris  masih mendapat perlindungan 
hukum untuk mendapatkan hak-haknya atas 
harta warisan dengan mengajukan gugatan 
melalui Pengadilan Negeri. Surat wasiat yang 
dibuat di hadapan notaris bisa untuk dibatalkan 
apabila tidak memenuhi syarat materil sebagai 
akta otentik, yakni apabila apa yang 
diterangkan atau apa yang ditulis dalam surat 
wasiat tersebut benar-benar telah terjadi atau 
yang diterangkan dalam surat wasiat tersebut 
adalah tidak benar (materiil).  

Akta otentik tercantum dalam Pasal 1868 
KUHPerdata yang berbunyi: Suatu akta otentik 
adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 
yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau 
di hadapan pejabat umum yang berwenang 
untuk itu di tempat akta itu dibuat. Menurut 
Sudikno Mertokusumo, akta otentik adalah 
surat yang diberi tanda tangan, yang memuat 
peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau 
perikatan, yang dibuat sejak semua dengan 
sengaja untuk pembuktian. 

Suatu akta otentik dapat dikatakan sudah 
memenuhi syarat-syarat apabila:  
1. dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang; 
    Maksud dari bentuk yang ditentukan oleh 

undang-undang dalam hal ini adalah bahwa 
akta tersebut pembuatannya harus 
memenuhi ketentuan undang-undang, 
khususnya UU No. 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris. 

2. dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai 
umum;  

    Kata ‘oleh’ pejabat umum karena adanya 
suatu kejadin, pemeriksaan, keputusan dan 
sebagainya.  

3. pejabat atau pegawai umum tersebut harus 
berwenang di tempat dimana akta dibuat. 
Karena dibuat oleh seorang pejabat atau 
pegawai umum, maka akta otentik memilki 
kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal 
ini dikarenakan pejabat atau pegawai umum 
tersebut mendapatkan kepercayaan dari 
negara untuk menjalankan sebagian fungsi 
administratif negara, sehingga legalitasnya 
dapat dipastikan. 

       Akta otentik dikatakan sebagai alat bukti 
sempurna, karena akta otentik memilki tiga 
kekuatan pembuktian, yaitu: 
1. Kekuatan pembuktian lahiriah 

Suatu akta otentik yang dapat membuktikan 
dirinya tanpa adanya penjelasan dari orang 
lain. 

2. Kekuatan pembuktian formal 
Keterangan-keterangan yang ada dalam akta 
ini secara formal benar adanya. Sebenar-
benarnya disini bisa saja tidak benar karena 
penghadap berbohong. Kebenaran formal 
ini mengikat para pihak, para ahli waris dan 
para pihak yabg menerima haknya. 

3. Kekuatan pembuktian materiil 
Isi materi dari apa yang ada dalam akata itu 
adalah dijamin benar adanya. Karena yang 
membuat dan menyusun adalah pejabat 
umum. Kebenaran materiil ini mengikat para 
pihak, para ahli waris dan para pihak yang 
menerima haknya. 

       Ada beberapa alasan sehingga akta otentik 
merupakan satu-satunya alat bukti yang 
sempurna dan mempunyai nilai yang sangat 
tinggi, yaitu: 
1. akta otentik merupakan alat bukti tertulis 

sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal 
1868 KUHPerdata; 

2. akta otentik sejak semula sengaja dibuat 
sebagai alat bukti; 

3. akta otentik dibuat oleh dan di hadapan 
pejabat Negara yang ditunjuk berdasarkan 
undang-undang; 

4. berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata, akta 
otentik memberikan di antara para pihak, 
ahli warisnya dan orang-orang yang 
mendapat hak dari mereka suatu bukti yang 
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sempurna tentang apa yang dimuat di 
dalamnya; 

5. akta ottentik merupakan alat bukti 
sempurna, juga sebagai bukti yang 
mengikat.  

       Obyek dari wasiat biasanya adalah hal-hal 
yang akan diwariskan oleh pewasiat kepada ahli 
warisnya, misalnya obyek tanah, haruslah 
mencantumkan nama pemberi wasiat dalam 
akta tanah sebagai bukti keterangan 
kepemilikan si pewasiat. Menyebutkan obyek 
yang akan diwariskan dengan jelas kepada si 
ahli waris, termasuk dalam ukuran, warna 
ataupun bentuk.  

 
PENUTUP 
A.    Kesimpulan 

1.    Surat wasiat dapatlah dibatalkan 
dengan dua (2) cara yaitu, dengan 
melakukan pembatalan secara tegas, 
dimana dengan dibuatnya surat wasiat 
baru atau dengan dibuatnya akta notaris 
khusus, dengan mana diterangkan secara 
tegas bahwa surat wasiat yang dahulu 
dicabut untuk seluruhnya atau untuk 
sebagian, demikian disebutkan dalam 
Pasal 992 KUHPerdata, dan pembatalan 
surat wasiat secara diam-diam yaitu 
terjadi dengan dibuatnya surat wasiat 
baru yang memuat pesan-pesan yang 
bertentangan dengan surat wasiat yang 
lama, demikian disebutkan dalam Pasal 
994 KUHPerdata. Selain apa yang 
dicantumkan dalam KUHPerdata, dalam 
pergaulan hidup bermasyarakat, 
pembatalan surat wasiat juga dapat 
terjadi apabila  si pemberi wasiat ini 
menarik wasiatnya; orang yang membuat 
wasiat (pewasiat) menjadi gila dan rusak 
akal sehingga menghilangkan 
kecakapannya untuk melakukan tindakan 
hukum; bila hutang dari orang yang 
berwasiat pada saat hidupnya akan 
menghabiskan seluruh harta 
kekayaannya;  bila ahli waris meninggal 
terlebih dahulu dari orang yang memberi 
wasiat;   bila penerima wasiat 
membunuh si pemberi wasiat dan  
penerima wasiat atau ahli waris menolak 
untuk menerima wasiat.  

2.   Dari bunyi Pasal 834 KUHPerdata yang 
berbunyi: ”Ahli waris berhak mengajukan 

gugatan untuk memperoleh warisannya 
terhadap semua orang yang memegang 
besit atas seluruh atau sebagian warisan 
itu dengan alas hak ataupun tanpa alas 
hak, demikian pula terhadap mereka 
yang dengan licik telah menghentikan 
besitnya.”, maka pembatalan surat 
wasiat tidak mempunyai akibat terhadap 
ahli waris karena pada dasarnya 
pembatalan surat wasiat biasanya hanya 
sebatas mengenai obyek wasiat yang 
sebagian adalah bukan milik pewasiat, 
meskipun demikian menurut undang-
undang, ahli waris  masih mendapat 
perlindungan hukum untuk mendapatkan 
hak-haknya atas harta warisan dengan 
mengajukan gugatan melalui Pengadilan 
Negeri. Surat wasiat yang dibuat di 
hadapan notaris bisa untuk dibatalkan 
apabila tidak memenuhi syarat materil 
sebagai akta otentik, yakni apabila apa 
yang diterangkan atau apa yang ditulis 
dalam surat wasiat tersebut benar-benar 
telah terjadi atau yang diterangkan 
dalam surat wasiat tersebut adalah tidak 
benar (materiil). Psal 834 KUHPerdata 
memberikan hak kepada ahli waris untuk 
menuntut haknya atas harta warisan 
yang menjadi haknya, hak ini disebut 
dengan Hak Hereditas Petitio. 

        
B.  Saran   

1.  Surat wasiat yang sudah dibuat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
haruslah ditaati oleh para ahli waris atau 
penerima wasiat, karena harta warisan 
yang diwasiatkan adalah milik dari 
pewasiat sehingga dengan demikian 
apapun yang dibuat oleh pewasiat 
dengan hartanya adalah merupakan 
haknya. Pewaris berhak untuk berbuat 
dengan hartanya yang akan 
ditinggalkannya.    

2. Pasal 834 KUHPerdata sudah sedemikian 
jelas memberikan hak kepada ahli waris 
untuk menuntut haknya apabila terjadi 
sesuatu dengan harta warisan yang 
menjadi bagiannya. Apabila pembatalan 
surat wasiat terjadi dan itu tidak ada 
sangkut pautnya dengan hal-hal yang 
menghalangi ahli waris untuk menerima 
warisannya, maka ahli waris mempunyai 
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hak untuk menuntut haknya terhadap 
harta warisan dari pewaris. 
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